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Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara pemberitahuan barang kena cukai yang
selesai dibuat;

b. contoh format pemberitahuan barang kena cukai
-yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas
formulir;

c. format dan tipe data pemberitatiuan barang kena
cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elek-
tronik, ,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

; Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
taku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.
04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cu-
kai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan ‘Menteri Keuangan Nomor 156/
PMK.04/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundang-
kan. ’

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia. ‘

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2016 ~
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
; ttd. :
WIDODO EKATJAHJANA .

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 896

(BN )

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
(Peraturan Menteri Keuangan R.| Nomor 95/PMK.05/2016,
tanggal 16 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen-
gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 74 Tahun 2072 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangar:l Badan Lay-

anan Umum, dalam rangka pelaksanaan, pembi-

naan badan.layanan umum dapat dibentuk dewan
pengawas; [
b. bahwa untuk memberikan pedoman. pemben-

tukan dewan pengawas badan layanan umum,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Penga-
was Badan Layanan Umum;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dewan
pengawas dalam melaksanakan pembinaan ter-
hadap pengelolaan badan Jayanan umum, perlu
hengatur. kembali ketentuan mengenai dewan
pengawas badan layanan umum yang sebelum-
nya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pen-
gawas Badan Layanan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
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tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

Mengingat : :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

., Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Nega-
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ra Republik Indonesia Nomer 5340);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DE-
WAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan:

1. Badan Layanan Umum vang selanjutnya disebut
BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat berupa penyediaan barang clan/
atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan men-
cari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan-
nya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produk-
tivitas.

2. Kementerian Negara/Lembaga adalah kement-
erian negara/lembaga Pemerintah yang dipimpin
oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertang-
gung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh
suatu BLU, '

3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangku-
tan.

4. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk
oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan
Presiden dengan tugas dan wewenang menetap-
kan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be-
bas.

5. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertu-
gas melakukan pengawasan dan memberikan na-
sihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam men-
jalankan pengelolaan BLU. -

6. Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat BLU yang
bertanggung jawab terhadap kinerja teknis op- |

" erasional dan keuangan BLU ﬂ/ang terdiri dari Pe-
mimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis,
yang Ssebutannya dapat disesuaikan dengan no- |
menklatur yang berlaku pada BLU yang bersang- '
kutan.

7. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima oleh BLU yang berasal
dari jasa layanan yang diberikan kepada masyara-
kat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/
atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun ang-
garan.

8. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum

dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku

tertentu.
BAB Il
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 2

{1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap
pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Penga-
was.

{2) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU me-
menuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai
Aset. ;

{3) Syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset seb-
agaimana dimaksud padaiayat (2) adalah: dJ-

a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan
realisasi anggarar tahun terakhir, minimum
sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiaﬁ); atau,

b: Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, min-
imum sebesar Rp75.000.0C0.000,00 (tujuh
puluh lima miliar rupiah).

% Pasal 3

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan
Kawasan atas persetujuan Ménteri Yeuangan.

(2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan se-
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lama & {lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk paling banyak 1 (satu)}*kali masa jabatan

berikutnya.
BAB IlI
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 4

{1} Jum!a‘p anggota Dewan Pengawas ditetapkan se-

- banyak 3 (tiga) orang atau 5 {lima) orang sesuai
dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.

(2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pen-
gawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Jumiah anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3
(tiga) orang untuk BLU yang memiliki:

a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut lapo-
ran realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar ru-
piah} sampai dengan Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah}; atau

b. Nilai Aset menurut neraca tahun tera-
khir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tu-
juh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000.000,00 {dua ratus miliar ru-
piah).

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5
(lima) orang untuk BLU yang memiliki:

a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan
realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar
dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah); atau

b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir,
lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah).

Pasal 5
Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas
terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian
Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian
Keuangar, serta tenaga ahli yang sesuai dengan lay-
anan BLU.

' Pasal 6
{1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU
yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
a. 1 {satu) orang berasal dari unsur pejabat Ke-

menterian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
b. 1 {satu) orang berasal dari unsur pejabat Ke-
menterian Keuangan; dan
c. 1 {satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
(2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU
yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Ke-
menterian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
b. 2 (dua} orang berasal dari unsur pejabat Ke-
menterian Keuangan; dan
c. 1 {satu) orang berasai dari unsur tenaga ahli.

BAB IV '
PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
-Persyaratan
Pasal 7
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus.
{2} Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa; ,

b. memitiki integritas, dedikasi, itikad baik, dan
rasa tanggung jawab;

c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya; '

d. bukan anggota atau pengurus partai politik;
bukan calon anggota legislatif, dan/atau ang-
gota legislatif;

f. bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau
kepala/wakil kepala daerah;

g. bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak
sedang menjabat sebagai pejabat pengelola
pada BLU;

h. tidak sedang menjadi tersangka atau terda-
kwa dalam proses peradilan;

i. tidak sedang menjadi terpidana sesuai den-
gan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

i. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah dinyatakan pailit atau menjadi ang-
gota direksi/komisaris/dewan pengawas yang
dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan
suatu badan usaha pailit atau dihukum kare-
na melakukan tindak pidana yang merugikan
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{4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
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Keuangan Negara; dan

k. tidak memiliki hubungan keluarga- sedarah
sampai dengan derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun garis ke samping terma-
suk hubungan yang timbul karena perkawinan
dengan Pejabat Pengelola BLU maupun den-
gan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang men-
derita suatu penyakit yang dapat mengham-
bat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Penga-
was}; dan

b. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di
bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.

Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana di-

maksud pada ayat (2} dibuktikan dengan surat

pernyataan yang ditandatangani oleh calon ang-
gota Dewan Pengawas.

Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana di-

maksud pada ayat (3) dibuktikan dengan doku-

men yang sah dan relevan dengan persyaratan
khusus berkenaan.

Surat pernyataan calon anggota Dewan Penga-

was sebagaimana dimaksud pada ayat (4} disu-

sun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

L ampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengusulan
Pasal 8

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Ka-
wasan melakukan pengudian pemenuhan per-
syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari
unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/De-
wan Kawasan dan unsur tenaga ahii.
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perben-
daharaan melakukan penguJian pemenuhan per-
syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari
unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 9
Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Ka-
wasan menyampaikan surat usulan anggota De-
wan Pengawas yang telah lulus pengujian pe-

{(2)

(3)

menuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal B*ayat (1} kepada Menteri Keuangan

untuk mendapatkan persetujuan.

Surat usulan anggota Dewan Pengawas seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1} memuat:

a. usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur
pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan

Kawasan dan tenaga ahli yang telah lulus pen-

gujian pemenuhan persyaratan;
b. informasi
berupa daftar riwayat hidup; dan
¢. pernyataan bahwa Menteri/Pimpinan Lemba-
ga/Ketua Dewan Kawasan akan menetapkan
Dewan Pengawas yang telah disetujui oleh
Menteri Keuangan, paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri!

Keuangan mengenai persetujuan usulan De-
wan Pengawas.
Surat usulan anggota Dewan Pengawas seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai

kompetensi yang paling sedikit

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Direktur Jenderal Perbendaharaan menyam-

paikan usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur
pejabat Kementerian Keuangan yang telah lulus pen-
gujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 ayat (2} kepada Menteri Keuangan
untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Persetujuan/Penolakan
© Pasal 11
{Bersambung]
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